
BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah di paparkan dalam bab pembahasan
sebelumnya, maka dalam bagian penutup ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi pekerja yang pesangonnya dibayarkan secara
tidak tunai maka dapat dilakukan penyelesaian melalui musyawarah untuk
mufakat (bipartit). Apabila penyelesaian secara bipartit berhasil maka
dibuatkan perjanjian bersama dan di laporkan kepada Kantor Dinas
Tenaga Kerja. Jika penyelesaian secara bipartit tidak dapat menyelesaikan
perselisihan pemutusan hubungan kerja maka dapat dilanjutkan
penyelesaian dengan cara tripartit (mediasi, konsiliasi, dan arbitrase)
dimana penyelesaian ini diselesaikan melalui pihak ketiga. Jika kedua
belah pihak ada yang merasa tidak sepakat dalam keputusan perselisihan
pemutusan hubungan kerja dengan cara penyelesaian tripartit ini maka
dapat mengajukan perkara di Pengadilan Hubungan Industrial. Jika salah
satu pihak masih ada yang tidak puas dengan keputusan perselisihan
pemutusan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial maka dapat
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

2. Apabila pengusaha tidak membayarkan pesangon pekerja secara tidak
tunai dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administatif. Berdasarkan
Kepmenakertrans Nomor 150 Tahun 2000 memuat ketentuan bahwa
pengusaha wajib membayarkan pesangon secara tunai. Undang-Undang
Ketenagakerjaan belum mengatur sanksi secara jelas terhadap pengusaha
yang membayarkan pesangon secara tidak tunai terhadap pekerja. Akan
tetapi terhadap pelanggaran yang dilakukan pengusaha terhadap
kewajibannya dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 183
– 189, sedangkan sanksi administratif diatur dalam Pasal 190 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka saran yang dapat dipaparkan
yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah sebaiknya membuat aturan secara rinci mengenai sanksi
bagi perusahaan yang membayarkan pesangon pekerjanya secara tidak
tunai.

2. Bagi pekerja/buruh apabila terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja
mengenai pesangon sebaiknya diselesaikan secara musyawarah mufakat
yang secara kekeluargaan yang tidak melibatkan pihak ketiga agar tidak
ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.

3. Bagi penulis skripsi haruslah lebih banyak menggali informasi dan bahan
kajian yang dikumpulkan, untuk mempermudah dalam penulisan skripsi
sesuai dengan yang diharapkan.


